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ABSTRAK 
 

Permasalahan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan isu sosial 
yang kompleks dan memerlukan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo merespons hal ini dengan menerbitkan Peraturan 
Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, 
Pengemis dan Anak Jalanan sebagai pedoman penanganan kelompok rentan 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program-program yang tercantum 
dalam peraturan tersebut serta mengevaluasi dampak implementasinya di lapangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan 
metode pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Penelitian dilakukan melalui 
teknik pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, 
serta didukung dengan data sekunder dari regulasi dan literatur hukum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif, represif, rehabilitasi 
sosial, dan reintegrasi sosial telah dilaksanakan oleh Dinsos P3A, Satpol PP, dan 
Dinas Kesehatan. Namun demikian, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya 
efektif karena keterbatasan koordinasi antarlembaga, minimnya fasilitas pendukung 
seperti rumah singgah dan pelatihan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak 
individu yang telah ditangani kembali ke jalanan karena kurangnya pendampingan 
lanjutan dan minimnya akses pekerjaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya 
sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas lembaga pelaksana guna 
mewujudkan penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sesuai prinsip 
good governance dan negara kesejahteraan. 
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